
 

 

 

78 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Kewenangan Terikat (Gebonden Bevoegdheid) Bupati 

Bojonegoro. Pelaksanaan wewenang terikat Bupati Bojonegoro dalam 

memberhentikan Kepala Desa Kuncen pasca-putusan inkracht terbukti 

cacat prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini 

dipicu oleh kekeliruan penafsiran aparatur pembina (DPMD dan Bagian 

Hukum) yang mencampuradukkan karakteristik wewenang terikat dengan 

wewenang bebas (diskresi). Alasan kehati-hatian administratif—berupa 

keharusan menunggu surat fisik Kejaksaan dan pemetaan sosiologis—

telah melahirkan tindakan pembiaran (omisi). Akibatnya, terjadi 

penundaan penerbitan Keputusan selama 7 (tujuh) bulan, yang secara 

nyata melanggar batas waktu imperatif 5 (lima) hari kerja. 

2. Akibat Hukum Terhadap Validitas Tindakan Pemerintahan Penjabat (Pj) 

Kepala Desa. Penundaan berlarut (undue delay) tersebut menimbulkan 

implikasi yuridis berupa maladministrasi dan pelanggaran Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian 

hukum dan asas kecermatan. Secara empiris, kemacetan birokrasi ini 

mengakibatkan stagnasi kepemimpinan di Desa Kuncen yang 

melumpuhkan pelayanan publik dan menghentikan total pembangunan 
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fisik di desa tersebut akibat ketidakpastian kewenangan strategis selama 

masa transisi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan rekomendasi 

pemikiran dan solusi konstruktif secara teoretis maupun praktis sebagai 

berikut: 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (DPMD dan Bagian Hukum): 

Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang 

bersifat teknis-imperatif mengenai eksekusi pemberhentian aparatur desa 

yang berstatus terpidana. SOP ini harus mewajibkan aparatur untuk 

bersikap proaktif (jemput bola) berkoordinasi dengan lembaga peradilan, 

sehingga aparatur di daerah tidak lagi menjadikan "ketiadaan surat 

pemberitahuan fisik" sebagai dalih penundaan kewajiban hukum. 

2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/Pengadilan): Perlu dibangun 

integrasi atau sinkronisasi sistem informasi perkara secara digital dengan 

instansi Pemerintah Daerah. Hal ini krusial untuk memastikan percepatan 

distribusi salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht), guna mencegah terulangnya hambatan administratif (leher 

botol/bottle neck) dalam penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara 

di masa mendatang. 
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